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ABSTRAK : Bahwa berdasarkan pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD,

bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan

adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan; bahwa telah

ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor Tebo Nomor 44 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023; bahwa

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b

perlu menetapkan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 96 Tahun 2022 tentang

Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2023;



Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6402); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81

Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2023 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jambi

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jambi Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2013-2026;

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jambi Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2013-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo Tahun 2006-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 3), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Tebo Tahun 2004 Tahun 2014 Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Tebo

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8),

Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun

2021 Nomor 18); Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1).



Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan

Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Rimbo Ilir

Kabupaten Tebo Tahun 2023 yang disusun dengan sistematika pendahuluan,

evaluasi pelaksanaan renja kecamatan sampai dengan triwulan ii, rencana

program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja kecamatan rimbo ilir

kabupaten tebo tahun 2023, dan penutup.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 September 2023.

Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022.

Batang Tubuh: 5 Halaman


